HUKUM AGRARIA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960
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HUKUM AGRARIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960

_UUPA mempunyai dua substansi dari segi berlakunya, yaitu pertama, tidak

memberlakukan lagi atau mencabut hukum agraria kolonial, dan kedua,

membangun hykum agraria nasional. Men Boed ”° dengan

berlakunya UUp#g maka terjadilah-perubahan ’35* [F I

agrdria di Ing \\ terutama u' n. | i ,
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), tidak
memberikan  pengertian agraria, hanya memberikan ruang
lingkup agraria sebagaimana yang tercantum dalam konsideran,
Pasal-Pasal maupun penjelasannya. Ruang lingkup agraria dalam
UUPA mellputl bumi, air, ruang angkasa dan kg

terkandung didalamnya. = o
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Ruang lingkup agraria/sumber daya alam dapat dijelaskan sebagai

berikut:

Bumi

Pengertian | bumi menurut Pasal 1 a
I, termasuk pula tubuh_ bt
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Air

D e e D

Pengertian air menurut Pasal 1 ayat (5) UUPA adalah air yang berada

di perairan pedalaman maupun air yang berada dilaut wilayah
Indonesia. Dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
lan-ailmeliputi air
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Ruang Angkasa

Pengertian ruang angkasa menurut Pasal 1 ayat (6) UUPA adalah
ruang di atas bumi wilayah Indonesia dan ruang di atas air
wilayah Indonesia. Pengertian ruang angkasa menur Pasal 48
UUPA ialah ruang di atas bumi dan air yang mengad
dan unsuptinsur yang dapat d"gunakat untuk:.
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Kekayaan Alam yang Terkandung di Dalamnya

Kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi disebut bahan,
yaitu unsur-unsur kimia, mineral-mineral, Dbiji-biji, dan segala
macam batuan, termasuk batuan-batuan mulla yang-merupakan

endapan-e Flapan alam (Undang-Undang I "
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pe

terkandung di -air
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UUPA juga merupakan undang-undang yang melakukan pembaruan agraria
. karena di dalamnya memuata program yang dikenal dengan Panca Program

Agraria Reform Indonesia, yang meliputi :

1. Pembaharuan hukum agraria melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi
nasioanl dan pemberian jaminan kepastian hukum; —

2. Penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah;

3. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur angsur.

4. Perombakan pemilikan dan penguasaan,;anw. |
hukum yangk s bungan dengan pengua
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Undang-undang ini diberi nama UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria, yang mengatur mengenai tentang hak-hak
atas tanah, air, dan udara. Meliputi juga aturan dasar dan ketentuan
penguasaan, pemilikan, penggunaan atau pemanfaatan sumber daya
agraria nasional di Indonesia, pendaftaran tanah, dan UU ini bersifat
administratif, karena substansi UU berisi pengaturan memberi
kewenangan pemgrintah dalam hal pertanahanz==+ |
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UU No 5 Tahun 1960 dapat dilihat dengan cermat dikenal
dengan Undang-undang Pokok Agraria yang mengatur masalah
tanah dalam artia luas.

UU No. 5 Tahun 1960 mengatur sumber daya .-'
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Menurut UUPA agraria meliputi bumi, air dan ruang
angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya. UUPA menentukan bahwa dalam
pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk
pula tubuh bumi, dibawahnya serta yang Derada di
bawah air Pasal 1 ayat 4). :
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Pengertian tanah membawa implikasi yang luas di bidang
pertanahan. Menurut Herman Soesangobeng, secara filosofis
hukum adat melihat tanah sebagai benda yang berjiwa yang tidak
-boleh dipisahkan persekutuannya dengan manusia. Tanah dan
manusia, meskipun berbeda wujud dan jati diri, namun.n pakan
satu kesatuan saling mempengaruhi -' alinan.. sus
keabadian tdtgfalam besar (macro-cosmos) dan alam kec
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Dengan demikian, pengertian agraria dalam arti sempit
hanyalah meliputi permukaan bumi yang disebut tanah,
sedangkan pengertian agraria dalam arti luas adalah#meliputi
bumi, air, ruang angkasa, dan kel_(gyaan._. terkand
di dalamnya;Bengertian tanah yang dimaksudkan di sini bukan
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Adapun Tujuan Undang-Undang Pokok Agraria Sebagaimana dijelaskan
dalam Penjelasan Umum UUPA

Di dalam Negara Republik Indonesia, yang susunan kehidupan
rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak
-agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang
Maha Esa mempunyai fungsi yang amat pentlng unt embangun
masyarakat yang adil dan makmur, sebaga::y
Dalam padaliti hukum agrarla yang '
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a. karena hukum agraria yang berlaku sekarang Ini sebagian
tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintah
jajahan, dan sebagian lainnya lagi dipengaruhi olehnya, hingga
bertentangan dengan kepentingan rakyat dan Negara di dalam
melaksanakan pembangunan semesta dalam rangka
menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini;

b. karena sebagai akibat dari politik hukum pemerintahgajahan itu
hukum agraria tersebut mempunyai S|fat duaWe,- yaitu ’.}'é
berlakunyd._Peraturan-peraturan darl ukum (ada
.F ratur ’ F g& uran darl d an ye 1g didasar
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Berhubung dengan itu maka perilu adanya hukum
agraria baru yang Nasional, yang akan mengganti

hukum yang berlaku sekarang ini, yang tidak Ilagi
bersifat dualisme, yang sederhana dan,yang meéhjamin

kepastian jitakum bagi seluruhtakyat Indop
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Hukum agraria yang baru itu harus memberi kemungkinan akan
tercapainya fungsi bumi, air dan ruang angkasa sebagai yang
dimaksudkan di atas dan harus sesuai pula dengan kepentingan rakyat
dan Negara serta memenuhi keperluannya menurut permintaan zaman
dalam segala soal agraria. Lain dari itu hukum agraria nasional harus
mewujudkan penjelmaan daripada azas kerohanian Negg an cita-cita
Bangsa yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Perlkembﬁ?ia ), Keb

Kerakyatan danmKeadilan Sosial serta kh Gs ’ !ﬂ&; :
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Berhubung dengan segala sesuatu itu maka hukum yang baru tersebut
sendi-sendi dan ketentuan-ketentuan pokoknya periu disusun di dalam
bentuk Undang-undang, yang akan merupakan dasar bagi penyusunan
peraturan lainnya. Sungguhpun Undang-undang itu formil tiada bedanya
dengan Undang-undang lainnya yaitu suatu peraturan yang dibuat oleh
Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi
mengingat akan ,SIfatnya sebagai peraturan_ dasanhaglv
yang baru, mak: 5 ang dimuat di dalamnya ha ale
soal . okok da " t\ garis besarlj_y dan ol
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Pada pokoknya tujuan Undang-Undang Pokok Agraria ialah :

a. meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan  hukum agraria
Nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan
kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negar de rakyat
terutama rakyat tani, dalam rangl(a N
makmur fe»
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